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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh 

mahasiswa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aspek Hukum tersebut di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, 

perlindungan lingkungan hidup akibat kegiatan industri kelapa sawit, 

berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 belum terlaksana 

secara baik. Hal ini disebabkan karena upaya tersebut tidak dibarengi 

dengan upaya pemerintah daerah dalam proses perencanaan lingkungan 

daerah berupa RPPLH dan KLHS kawasan industri tidak dilakukan 

secara cermat dan mendetail. Ada beberapa industri yang lolos 

mendapatkan izin lokasi di dekat wilayah pemukimam warga, hal ini 

memiliki potensi besar menjadi sebab pencemaran dan perusakan 

lingkungan hidup.  

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Aspek Hukum Perlindungan 

Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri Kelapa Sawit Di 

Kabupaten Sarolangun adalah faktor perencanaan, pemanfaatan, 

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan hukum yang 

dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Sarolangun dalam perlindungan 

lingkungan hidup yang masih lemah. Kesadaran Hukum Masyarakat 

terhadap lingkungan hidup masih lemah, dikarenakan keawaman 
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masyarakat terhadap aspek lingkungan dan tidak mengetahui akibat 

yang akan ditimbul bila melakukan pencemaran dan perusakan 

lingkungan. 

B. Saran  

1. Pelaku Usaha Industri Kelapa Sawit harus menjalankan industri dengan 

berasaskan kehati-hatian, bahwa ketidkapastian mengenai dampak 

suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda 

langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Upaya pelaku usaha 

dapat diwujudkan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan sebagai wujud komitmen perusahaan untuk berperan 

dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas 

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan 

maupun masyarakat sendiri.  

2. Pemerintah Kabupaten Sarolangun seharusnya dapat menambah 

sumber daya manusia dalam hal tenaga kerja agar lebih dapat 

menjangkau seluruh industri kelapa sawit yang ada di Kabupaten 

Sarolangun. Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun harus membuat 

peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

hidup yang sesuai dengan kondisi fisik dan sosial daerah.  

3. Pemerintah Daerah dan Pelaku usaha Industri, seharusnya dapat 

memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak keberadaan 
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industri kelapa sawit di sekitar wilayah mereka, serta pemerintah daerah 

dan pelaku industri harus bersifat transparan dan terbuka kepada 

masyarakat mengenai dokumen-dokumen yang bersangkut dengan 

potensi pencemaran lingkungan hidup akibat keberadaan industri 

kelapa sawit.  
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